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SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
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Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama - Entus Asnawi Mukhson
Alamat Kantor - JI. Raya Pasar Minggu KM 18, Jakarta — 12510,
Alamat Domisili sesuai KTP - JI. Cendana 7 No. 23, Rt. 002/006, Jaka Sampurna,
Bekasi Barat
Nomor Telepon © 021 -7975312
Jabatan - Direktur Utama
2 Nama - Bani Igbal
Alamat Kantor - JI. Raya Pasar Minggu KM 18, Jakarta — 12510,
Alamat Domisili sesuai KTP . JI. Cipinang Kebembem 11/4 RT 014, RW 013 Pisangan Timur
" Pulogadung — Jakarta Timur
Nomor Telepon . 021 —7975312
Jabatan - Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha
Mikro Dan Usaha Kecil ("PUMK”") PT Adhi Karya (Persero) Tbk dari Laporan Keuangan;

2. Laporan keuangan PUMK tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
(“SAK-ETAP") dan berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal
23 Februari 2012 perihal Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

a. Semua informasi dalam laporan keuangan PUMK telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PUMK tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak
menghilangkan informasi atau fakta material; dan

3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PUMK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 5 Maret 2025
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk

ENTUS ASNAWI MUKHSON
Direktur Utama

Direktur Keuangan
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Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direktur
Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Adhi Karya (Persero) Tbhk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“Program”), yang terdiri dari
laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan penghasilan komprehensif lain, laporan
perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas
laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan Program tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di
Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor
terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program berdasarkan
ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi
tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami
peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Pengelola dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan
Keuangan

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik,
dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan
keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan.

Dalam penyusunan laporan, Pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya hal-hal yang berkaitan
dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Pengelola memiliki
intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain
melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan
Perusahaan, termasuk pelaporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
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Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan
bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk
menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan
tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan
selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan
oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat,
dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna
berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan

mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

o Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif
terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini
kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi
dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan
secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

e Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain
prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas
keefektivitasan pengendalian internal Program.

e Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan
pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengelola.

« Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengelola dan, berdasarkan
bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau
kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program untuk mempertahankan
kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami
diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan
keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk
memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan
auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program tidak dapat
mempertahankan kelangsungan usaha.

e Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya,
dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara
yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang

lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan
dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

ESNE AR B
f»’;“? s

Benny .Andria
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181

Jakarta, 5 Maret 2025
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PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh)

ASET

ASET LANCAR

Bank

Piutang Pendanaan UMK
(Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang per
31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar
Rp7.837.531.611 dan Rp7.522.518.451)

Jumlah Aset Lancar

ASET TIDAK LANCAR
Piutang Kolaborasi BUMN Melalui BRI
Piutang Kerjasama PUMK kepada MB - Melalui BRI
(Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang per
31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp6.885.948 dan Nihil)
Piutang Bermasalah
(Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang per
31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.217.127.912)

Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET

LIABILITAS DAN ASET NETO
LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek
Angsuran Belum Teridentifikasi

ASET NETO

Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO

*) Reklasifikasi — Catatan 11

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Catatan 2024 2023*)
Rp Rp

3 1.231.626.370 1.153.925.977
4 1.391.740.361 3.108.477.121
2.623.366.731 4.262.403.098
5 2.711.394.071 1.744.941.569
5a, 10 698.722.091 261.374.405
4d . -
3.410.116.162 2.006.315.974
6.033.482.893 6.268.719.072
6 - -
7 6.033.482.893 6.268.719.072
6.033.482.893 6.268.719.072




PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk

LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah Penuh)

Catatan 2024 2023
Rp Rp

TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI

SUMBER DAYA
PENDAPATAN
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman 8 46.364.476 113.705.401
Pendapatan Bunga 8 37.827.889 31.732.620
Pendapatan Jasa Administrasi - Kerjasama BRI 5b, 8 10.686.136 6.315.974
Jumlah Pendapatan 94.878.501 151.753.995
BEBAN
Beban Penyisihan (Pemulihan) Piutang 4,10 321.899.108 (55.279.179)
Beban Pajak Jasa Giro 7.565.572 6.346.551
Beban Administrasi dan Umum 650.000 750.000
Jumlah Beban 330.114.680 (48.182.628)
(DEFISIT) SURPLUS (235.236.179) 199.936.623
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI

SUMBER DAYA - -
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - -
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF (235.236.179) 199.936.623

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan




PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah Penuh)

Catatan 2024 2023
Rp Rp
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI
PEMBERI SUMBER DAYA
Saldo Awal 7 6.268.719.072 6.068.782.449
(Defisit) Surplus (235.236.179) 199.936.623
Saldo Akhir 6.033.482.893 6.268.719.072

Penghasilan Komprehensif Lain

ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI
PEMBERI SUMBER DAYA

TOTAL ASET NETO

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

6.033.482.893

6.268.719.072




PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah Penuh)

Catatan 2024 2023
Rp Rp
ARUS KAS DITERIMA DARI AKTIVITAS OPERASI
KAS DITERIMA DARI :
Penerimaan Pinjaman UMK 1.401.723.600 2.093.722.889
Penerimaan Jasa Administrasi Pinjaman 8 46.364.476 113.705.401
Penerimaan Bunga 8 37.827.889 31.732.620

Jumlah Penerimaan

KAS DIKELUARKAN UNTUK :
Penyaluran Pinjaman UMK melalui BUMN Pembina 5
Beban Pajak Jasa Giro
Beban Administrasi dan Umum

Jumlah Pengeluaran

KAS NETO DIPEROLEH DARI
AKTIVITAS OPERASI

ARUS KAS DITERIMA DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS KAS DITERIMA DARI AKTIVITAS PENDANAAN
KENAIKAN BERSIH BANK

BANK AWAL TAHUN
BANK AKHIR TAHUN 3

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1.485.915.965

2.239.160.910

1.400.000.000

7.565.572
650.000

1.500.000.000
6.346.551
750.000

1.408.215.572

1.507.096.551

77.700.393 732.064.359
77.700.393 732.064.359
1.153.925.977 421.861.618

1.231.626.370

1.153.925.977




PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh)

1.

Umum

1.a.

1.b.

Latar Belakang Program Pendanaan UMK

Program Pendanaan UMK merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan ("TJSL") yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi
tangguh dan mandiri dan program bina lingkungan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat
oleh Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") di wilayah usaha BUMN melalui pemanfaatan dana dari
bagian laba BUMN tersebut.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (’Perusahaan”) merupakan salah satu ("BUMN”) yang seluruh
modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai sebuah BUMN, Perusahaan
merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang
mengemban misi Pemerintah dalam mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan
serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan
berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mengemban misi tersebut bentuk partisipasi
Perusahaan dilakukan melalui TJSL. Dengan TJSL diharapkan peran aktif BUMN dapat
memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan
lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan, serta dapat berkontribusi
pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur
dampaknya serta akuntabel dan membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan
mandiri serta masyarakat sekitar Perusahaan.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut BUMN membentuk Program Kemitraan (PK) dengan
usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (BL), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/7/2015 tanggal 3 Juli 2015, yang telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-02/MBU/04/2020
tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 341), semua peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah
diterbitkannya peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/04/2021 tanggal 8 Juli 2021, tentang
program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Pada tanggal 3 Maret 2023 telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
No: PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Penerbitan Peraturan ini dalam upaya mewujudkan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang sinkron dan harmonis guna mendukung
pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan khususnya
yang berkaitan dengan mekanisme mengenai pelaksanaan penugasan khusus dan program
tanggung jawab social dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) adalah program untuk meningkatkan
kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN untuk
pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk
Program Pendanaan UMK.



PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh)

1.c.

1.d.

Program Pendanaan UMK

Berdasarkan PERMEN BUMN Nomor: PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan selaku
BUMN Pembina dapat melakukan Program Pendanaan UMK, program ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi mitra binaan sesuai dengan PERMEN BUMN

Nomor PER-01/MBU/03/2023, sebagai berikut:

1. Dimiliki oleh warga negara Indonesia;

2. Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman
kepada lembaga pendanaan atau perbankan;

3. Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dibidang dan/atau mendukung

bisnis inti Perusahaan;

Diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja Perusahaan;

Berdiri sendiri, bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki,

dikuasai,atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau

Usaha Besar;

6. Berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak
berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan
koperasi; dan

7. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

ok

Dana Pendanaan UMK bersumber dari:

1. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran
berjalan;

Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya;

Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana
Program Kemitraan.

oD

Berdasarkan PERMEN BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023, Pinjaman sebagaimana dimaksud
pada poin 1 adalah jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan (“MB”) dari Program Pendanaan
UMK, paling banyak Rp250.000.000 (Rupiah penuh). Kemudian pinjaman yang dimaksud pada poin
2 paling banyak sebesar Rp100.000.000 (Rupiah penuh). Modal kerja dalam bentuk pinjaman
sebagaimana pada poin 1 besaran jasa administrasi pinjaman dikenakan sebesar 3% efektif per
tahun atau suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% efektif per tahun dengan jangka waktu/
tenor pinjaman paling lama 3 tahun atau ketentuan lain yang diterapkan Menteri.

Prinsip Dasar
1) Program PUMK BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama:

a. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan
setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;

b. Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
sebagai penyangga seluruh kehidupan;

c. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan
peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang
terjangkau dan didukung kemitraan; dan

d. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efekiif,
transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan
mencapai negara berdasarkan hukum.

2) Sasaran Pembinaan
Sasaran pembinaan adalah membina usaha mikro dan usaha kecil masyarakat sekitar
perusahaan dengan memberikan bantuan permodalan agar lebih tangguh, mandiri dan
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan produksi, pemasaran, dan lain-lain sehingga agar
dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar.
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3)

Tata cara penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dalam Program Pendanaan UMK

dilakukan sebagai berikut:

a) Calon usaha mikro dan usaha kecil binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal
kegiatan usaha kepada BUMN, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:

e Nama dan alamat unit usaha;

Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;

Bukti identitas diri pemilik/pengurus;

Bidang usaha;

Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;

Rekening bank;

Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan

Surat pernyataan belum pernah dan/atau tidak sedang menjadi usaha mikro dan usaha

kecil binaan perusahaan/BUMN lain.

b) BUMN melaksanakan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon
usaha mikro dan usaha kecil binaan.

c) Dalam hal BUMN memperoleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan yang potensial,
sebelum dilakukan perjanjian, calon usaha mikro dan usaha kecil binaan tersebut harus
terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian
modal kerja oleh Perusahaan/BUMN bersangkutan.

d) Pemberian modal kerja kepada calon usaha mikro dan usaha kecil binaan dituangkan
dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat:
¢ Nama dan alamat Perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;

e Hak dan kewajiban Perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;

e Jumlah pinjaman dan peruntukannya dan

e Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa
administrasi pinjaman);

e Besarnya jasa administrasi pinjaman, margin jual beli atau rasio bagi hasil.

Bentuk dan Jenis Penyaluran Dana
a) Bentuk Penyaluran Dana Program Pendanaan UMK

e Pinjaman modal kerja atau pembelian aset dalam rangka peningkatan produksi dan
penjualan dengan jangka waktu tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

e Pinjaman dengan jangka waktu 1 tahun untuk memenuhi pesanan rekanan mitra binaan
dengan perjanjian pinjaman antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk Mitra Binaan dan
Rekanan Mitra Binaan dengan kondisi yang ditetapkan oleh PT Adhi Karya (Persero)
Tbk.

Sistem Administrasi

Administrasi kegiatan Program Pendanaan UMK diselenggarakan oleh Unit Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola Program, yang

terpisah dari pengelolaan kegiatan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai BUMN, antara lain

mencakup:

1. Administrasi keuangan, terutama berkaitan dengan pencatatan dan penatausahaan
dokumen yang berkaitan dengan penerimaan maupun penyaluran dana Program.

2. Administrasi pelaporan berupa Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK yang
diterbitkan, sekurang-kurangnya memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan
Komprehensif, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan
Keuangan; yang didukung dengan Laporan Akumulasi Dana, Laporan Penyaluran Dana,
serta Laporan Kualitas Pinjaman.

3. Administrasi pinjaman, terutama yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen proses
pemberian pinjaman, perjanjian/kontrak pinjaman, monitoring angsuran pinjaman, dan
pembuatan surat teguran kepada mitra binaan yang lalai menyelesaikan kewajibannya.

Pelaporan

Laporan pelaksanaan pembinaan antara lain Laporan Triwulanan maupun Laporan Tahunan
Pelaksanaan Program ditujukan kepada Menteri Negara BUMN, Koordinator BUMN Pembina,
Dewan Komisaris, dan Direksi. Laporan keuangan disusun berdasarkan Surat Edaran BUMN
Nomor: SE-02/MBU/Wk/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada intrepretasi standar
akuntansi keuangan 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”.
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1.e.

1.1.

Susunan Pengelola

Berdasarkan Akta RUPS PT Adhi Karya (Persero) Tbk No 08, tanggal 3 April 2024 memberhentikan
Bambang Krisminarno sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dan mengangkat Bani
Igbal sebagai Direktur Keuangan. Pengelolaan PUMK diselenggarakan di bawah Sekretaris
Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direksi selaku Pembina. Perubahan susunan Unit
PUMK PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

2024 2023
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko - Bambang Krisminarno
Direktur Keuangan Bani Igbal
Corporate Secretary Rozi Sparta Farid Budiyanto
Manager Hubungan Investor dan TJSL Tiara Nursyani Tiara Nursyani
Staf TJSL Sri Mulyono Sri Mulyono
Staf TJSL M. Aziiz Muhaajir M. Aziiz Muhaajir

Penyaluran Dana Program Pendanaan UMK

Dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Pendanaan UMK, Program Pendanaan UMK
PT Adhi Karya (Persero) Tbk bekerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang
bergerak dibidang Pembiayaan dan Jasa Manajemen bagi Usaha Mikro Kecil, Menengah dan
Koperasi untuk bertindak sebagai Pembina yang akan mendampingi dalam rangka pemberdayaan
(capacity builder) di Mitra Binaan sesuai dengan Nota Kesepahaman antara PT Adhi Karya
(Persero) Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 031-2/2017/046 tanggal
10 November 2017 tentang Sinergi BUMN melalui Program Kemitraan dan Surat dari PT
Permodalan Nasional Madani (Persero) No. S-072/PNM/JML/X1/2020 tanggal 19 November 2020
perihal Rekomendasi Calon Kelompok Mitra Binaan Program Kemitraan.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

2.a.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pengelolaan dana Program Pendanaan UMK disusun sesuai Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif untuk periode yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 dan bedasarkan Surat Edaran Kementerian
BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal "Penetapan Pedoman Akuntansi
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan”.

Laporan keuangan pengelolaan dana Program Pendanaan UMK disusun dalam mata uang rupiah,
menggunakan konsep biaya perolehan menggunakan Basis Akrual. Laporan arus kas disusun
dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi,
dan pendanaan.

Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil meliputi:

i) Laporan Posisi Keuangan
Menyajikan posisi aset, liabilitas dan aset neto pada tanggal pelaporan atas pelaksanaan
Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil.

ii) Laporan Penghasilan Komprehensif
Menyajikan informasi penghasilan komprehensif sesuai dengan kelasnya, yaitu Tanpa
Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dan Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya
(misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka
disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

iii) Laporan Aset Neto
Menyajikan jumlah perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan dan Aset Neto dengan
Pembatasan dalam suatu periode. Kenaikan/penurunan Aset Neto Tanpa Pembatasan pada
tahun berjalan merupakan selisih antara dana yang diterima dengan penggunaan dana
Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil. Jumlah kenaikan/penurunan ini
selanjutnya akan menjadi bagian dari Aset Neto pada periode berjalan.
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iv) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disajikan selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera
dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas serta informasi
tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen.

2.b. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

a)

b)

Pengertian, Pengakuan, Pengukuran dan Kolektabilitas
Piutang Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Program Pendanaan Usaha Mikro
Dan Usaha Kecil kepada Mitra Binaan melalui transfer, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Piutang pinjaman disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok Aset Lancar.
Pengungkapan mencakup besarnya pinjaman pokok, per sektor ekonomi, dan Kkualitas
pinjaman (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet). Besarnya penyisihan pinjaman yang
diberikan diukur berdasarkan analisis atas kemungkinan tidak tertagihnya berdasarkan
persentase tetap dari umur pinjaman sebagai berikut:

Persentase (%) Persentase (%)
Umur Pokok Pinjaman Kategori Penyisihan 2024 Penyisihan 2023
0 sampai dengan kurang dari 30 hari Lancar 3,41 1,32
30 sampai dengan kurang dari 180 hari Kurang Lancar 40,57 24,62
180 sampai dengan kurang dari 270 hari Diragukan 66,67 57,14
Sama atau lebih dari 270 hari Macet 100,00 100,00

Akumulasi penyisihan pinjaman per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.837.531.611
sedangkan, penyisihan pinjaman per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.522.518.451.

Pinjaman Bermasalah

Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan cara rescheduling dan

reconditioning namun tidak terpulihkan dikelompokkan dalam aset lain-lain dengan nama pos

“Pinjaman Bermasalah”. Pinjaman bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dikurangi

alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah. Penghapus bukuan

pinjaman bermasalah dilakukan setelah ada keputusan hapus buku yang ditetapkan oleh

Menteri/RUPS. Pinjaman bermasalah diakui sebesar jumlah pinjaman yang dialihkan dari

pinjaman macet, dengan syarat:

- Pinjaman macet yang telah dilakukan upaya pemulihannya melalui rescheduling atau
reconditioning, namun tidak terpulihkan; atau

- Piutang Macet yang terjadi karena keadaan memaksa (Force Majeure) seperti: Mitra Binaan
meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung utang dan/atau gagal
usaha akibat bencana alam/kerusuhan.

2.c. Alokasi Penyisihan Penghapusan Piutang Pinjaman Mitra Binaan
Alokasi Penyisihan Penghapusan Piutang Pinjaman Mitra Binaan merupakan besarnya penyisihan
atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang dihitung berdasarkan persentase tertentu
sesuai dengan kualitas pinjaman, menurut SE-02/MBU/Wk/2012, tanggal 23 Februari 2012.

2.d. Aset Neto

Aset Neto merupakan aset dikurangi liabilitas. Aset Neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Tanpa
Pembatasan dan Aset Neto Dengan Pembatasan.

Aset Neto Tanpa Pembatasan

Merupakan sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

Aset Neto Dengan Pembatasan

Merupakan sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat
digunakan untuk kegiatan operasional.
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2.e. Dana Pembinaan Kemitraan
Merupakan beban pembinaan kepada usaha mikro dan usaha kecil menjadi bagian dari biaya
Program PUMK BUMN.
Dana Pembinaan Kemitraan diakui pada saat terjadinya penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan.
Dana Pembinaan Kemitraan diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka
pelaksanaan Pembinaan Kemitraan.
2.f. Angsuran Belum Teridentifikasi
Setoran angsuran belum teridentifikasi yang diterima dari mitra binaan melalui rekening bank
namun hingga tanggal pelaporan keuangan belum dapat diidentifikasikan untuk setiap nama mitra
binaan yang bersangkutan dicatat sebagai angsuran belum teridentifikasi pada kelompok kewajiban
lancar.
2.9g. Pendapatan
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman
Merupakan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Pendanaan UMK dan
Program Penyaluran Melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang disalurkan kepada
Mitra Binaan, termasuk pinjaman khusus.
Pinjaman yang diberikan kepada Mitra Binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi
berdasarkan kelompok jumlah penyaluran pokok pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri
BUMN ditetapkan per tahun sebesar 3% (tiga persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh
Menteri.
Pendapatan Bunga
Merupakan pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga
simpanan lainnya.
Pendapatan Lain-lain
Merupakan perkiraan yang menampung Pendapatan PUMK yang tidak dapat dikategorikan pada
pos lainnya.
2.h. Beban Pembinaan
Merupakan beban yang dikeluarkan PUMK berkaitan dengan penyaluran pinjaman kepada mitra
binaan yang terdiri atas survei, monitoring dan penagihan pinjaman.
Beban pembinaan diakui pada saat beban tersebut telah menjadi Liabilitas sebagai akibat transaksi
keuangan yang dilakukan oleh PUMK. Beban pembinaan diukur dan dicatat sebesar beban yang
telah menjadi Liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh PUMK.
2.i. Beban Administrasi dan Umum
Merupakan beban-beban yang terjadi karena adanya biaya administrasi dalam transaksi bank dan
juga beban yang berkaitan atas Pajak Penghasilan.
3. Bank
2024 2023
Rp Rp
Bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.183.939.848 1.106.037.317
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 36.832.550 36.758.764
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 10.853.972 11.129.896
Jumlah Bank 1.231.626.370 1.153.925.977
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4. Piutang Pendanaan UMK

Saldo piutang piutang pendanaan UMK pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai
berikut:

Piutang Pendanaan UMK
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai
Jumlah Bersih

2024 2023
Rp Rp
9.229.271.972 10.630.995.572

(7.837.531.611)

(7.522.518.451)

1.391.740.361

3.108.477.121

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pendanaan UMK adalah sebagai berikut:

Saldo Awal

Penambahan (Pemulihan) atas penyisihan
piutang tahun berjalan (Catatan 10)

Saldo Akhir

a. Saldo Piutang Pendanaan UMK Berdasarkan Sektor Usaha

b.

Industri

Perdagangan

Perternakan

Perkebunan

Pertanian

Jasa

Kreatif

Perikanan

Jumlah Piutang Pendanaan UMK
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai
Jumlah

Saldo Piutang Pendanaan UMK Berdasarkan Wilayah

Jawa Tengah

Jawa Barat

Banten

DI Yogyakarta

Sulawesi Selatan

DKl Jakarta

Jawa Timur

Lampung

Bali

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kalimantan Timur

Sulawesi Tengah

Jumlah Piutang Pendanaan UMK
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai
Jumlah
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2024
Rp

2023
Rp

7.522.518.451

315.013.160

7.577.797.630

(55.279.179)

7.837.531.611

7.522.518.451

2024 2023

Rp Rp
3.049.377.218 3.216.058.258
2.739.625.460 2.946.921.111
1.290.463.420 1.790.872.798
641.633.529 1.168.971.060
565.372.963 565.372.963
495.114.040 495.114.040
425.250.010 425.250.010
22.435.332 22.435.332
9.229.271.972 10.630.995.572
(7.837.531.611) (7.522.518.451)

1.391.740.361

3.108.477.121

2024 2023

Rp Rp
3.042.320.346 3.249.615.997
1.964.185.383 2.408.598.975
1.280.944.418 1.280.944.418
817.109.037 817.109.037
798.847.839 798.847.839
535.330.763 535.330.763
273.676.186 507.009.547
222.937.973 222.937.973
188.623.027 705.304.023
51.083.000 51.083.000
40.000.000 40.000.000
7.250.000 7.250.000
6.964.000 6.964.000
9.229.271.972 10.630.995.572

(7.837.531.611)

(7.522.518.451)

1.391.740.361

3.108.477.121
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c. Kualitas Pinjaman Mitra Binaan
Penggolongan kualitas pinjaman berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
No. PER-09-MBU-07-2015 beserta perubahannya terakhir kali No. PER-05/MBU/04/2021 dan alokasi
penyisihan piutang pendanaan berdasarkan Pedoman Akuntansi TJSL Badan Usaha Milik Negara
pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:
2024 2023
Rp Rp
Lancar 1.092.362.292 2.813.144.486
Kurang Lancar 319.058.549 441.053.519
Diragukan 441.053.519 --
Macet 7.376.797.612 7.376.797.567
Jumlah 9.229.271.972 10.630.995.572
Akumulasi penyisihan penurunan nilai (7.837.531.611) (7.522.518.451)
Jumlah Bersih 1.391.740.361 3.108.477.121
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pendanaan UMK
2024
Kualitas Umur Saldo Alokasi
Pinjaman Piutang Piutang Persentase Penyisihan
(hari) (Rp) Penyisihan (Rp)
Lancar <30 1.092.362.292 3,41% 37.248.731
Kurang Lancar 30-180 319.058.549 40,57% 129.449.589
Diragukan 181 - 270 441.053.519 66,67% 294.035.679
Macet > 270 7.376.797.612 100,00% 7.376.797.612
Sub Jumlah 9.229.271.972 7.837.531.611
Piutang Bermasalah 2.217.127.912 -
Jumlah 7.012.144.060 7.837.531.611
2023
Kualitas Umur Saldo Alokasi
Pinjaman Piutang Piutang Persentase Penyisihan
(hari) (Rp) Penyisihan (Rp)
Lancar <30 2.813.144.486 1,32% 37.133.508
Kurang Lancar 30 - 180 441.053.519 24,62% 108.587.376
Diragukan 181 - 270 - 57,14% -
Macet > 270 7.376.797.567 100,00% 7.376.797.567
Sub Jumlah 10.630.995.572 7.522.518.451
Piutang Bermasalah 2.217.127.912 -
Jumlah 8.413.867.660 7.522.518.451
d. Piutang Bermasalah

Merupakan piutang pinjaman macet mitra binaan yang telah diupayakan pemulihan nya namun tidak
terpulihkan sesuai PER-03/MBU/12/2016 Bab VIIl Pasal 23, beserta perubahannya terakhir kali

No. PER-02/MBU/04/2020 sebagai berikut:

2023
Rp

2022
Rp

Piutang Bermasalah 2.217.127.912
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai (2.217.127.912)

2.217.127.912
(2.217.127.912)

Jumlah -
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5. Piutang Kolaborasi BUMN Melalui BRI

Berdasarkan surat yang diterbitkan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-721/MBU/11/2022
tanggal 10 November 2022 tentang Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(“Kerjasama Program PUMK?”), PT Adhi Karya (Persero) Tbk sepakat melaksanakan Perjanjian Kerjasama
Nomor 031-2/2002/062 pada tanggal 22 Desember 2022 menjelaskan tentang pelaksanaan kerja sama
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Perjanjian ini memiliki jangka waktu yaitu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh para
pihak.

Berdasarkan Pasal 6 menjelaskan terkait Hak dan Kewajiban antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhak untuk:
a. Melakukan assessment atas calon UMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Mengalokasikan kembali jasa administrasi yang diperoleh dari penyaluran Program Pendanaan
UMK pada periode berikutnya; dan
c. Menentukan wilayah penyaluran dana Program Pendanaan UMK sesuai dengan ketersediaan
jaringan Unit Kerja milik pihak pertama.
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkewajiban untuk:
a. Melakukan penyaluran dana program Pendanaan UMK kepada usaha mikro dan usaha kecil;
b. Melaporkan secara berkala pelaksanaan penyaluran program Pendanaan UMK kepada PT Adhi
Karya (Persero) Tbk; dan
c. Melakukan monitoring, evaluasi dan penagihan atas pelaksanaan penyaluran dana Program
Pendanaan UMK PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
3. PT Adhi Karya (Persero) Tbk berhak untuk:
a. Memberikan rekomendasi UMK dan wilayah penyaluran kepada PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk melalui dokumen tertulis; dan
b. Menerima laporan penyaluran dana Program Pendanaan UMK secara berkala dari PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
4. PT Adhi Karya (Persero) Tbk berkewajiban untuk:
a. Melakukan penyetoran/pemindahbukuan dana Program Pendanaan UMK pada rekening giro BRI.
b. Melakukan pembinaan secara berkala kepada mitra binaan yang menerima penyaluran dana
Program Pendananaan Usaha Mikro Kecil.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, PT Adhi Karya
(Persero) Tbk sudah menyalurkan dana kemitraan melalui kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

2024 2023
Rp Rp
Tahap | 500.000.000 500.000.000
Tahap Il 1.500.000.000 1.500.000.000
Tahap lll 1.400.000.000 --

Jumlah Penyaluran Dana
Jasa Admin

Total Piutang BRI
Piutang Kerjasama PUMK kepada MB - Melalui BRI
Jumlah Piutang BUMN Melalui Kolaborasi BRI
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3.400.000.000 2.000.000.000
17.002.110 6.315.974
3.417.002.110 2.006.315.974

(705.608.039)

(261.374.405)

2.711.394.071

1.744.941.569
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a. Mutasi saldo piutang mitra binaan — kerjasama BRI:

b.

C.

2024 2023
Rp Rp

Saldo Awal 261.374.405 --
Penyaluran Dana BRI Kepada Mitra Binaan 620.000.000 435.000.000
Pengembalian Piutang Mitra Binaan Diterima BRI (175.766.366) (173.625.595)
Saldo Akhir 705.608.039 261.374.405
Akumulasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Piutang Mitra Binaan Kerjasama BRI (6.885.948) --
Piutang Mitra Binaan Kerjasama BRI - Bersih 698.722.091 261.374.405
Mutasi jasa admin atas penyaluran kerjasama melalui BRI:

2024 2023
Rp Rp
Saldo Awal 6.315.974 --
Penambahan Jasa Admin Tahun Berjalan 10.686.136 6.315.974
Saldo Akhir 17.002.110 6.315.974
Alokasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan — kerja sama BRI:
2024
Kualitas Umur Saldo Alokasi Beban
Pinjaman Piutang Piutang Persentase Penyisihan Penyisihan
(hari) (Rp) Penyisihan (Rp) (Rp)
Lancar <30 677.409.439 0,02% 102.311 102.311
Kurang Lancar 30-180 21.531.800 0,54% 116.837 116.837
Diragukan 181 -270 -- 4,76% -- -
Macet > 270 6.666.800 100,00% 6.666.800 6.666.800
Sub Jumlah 705.608.039 6.885.948 6.885.948
Piutang Bermasalah -- -- -
Jumlah 705.608.039 6.885.948 6.885.948
2023
Kualitas Umur Saldo Alokasi Beban
Pinjaman Piutang Piutang Persentase Penyisihan Penyisihan
(hari) (Rp) Penyisihan (Rp) (Rp)

Lancar <30 261.374.405 0,00% - -
Kurang Lancar 30 - 180 -- 0,00% -- --
Diragukan 181 - 270 -- 0,00% -- --
Macet > 270 -- 0,00% -- --
Sub Jumlah 261.374.405 - -
Piutang Bermasalah -- -- --
Jumlah 261.374.405 -- --

Pada tahun 2024, Perusahaan membentuk penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang terkait
kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp6.885.948 (Catatan 10).

Pada saat perjanjian kerjasama telah selesai dilakukan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan

mengembalikan saldo dana Program Pendanaan UMK yang dimiliki

(dana cash)

berikut jasa

administrasinya serta menyetorkan dana pengembalian Program Pendanaan UMK secara bertahap

kepada BUMN Pembina.
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6. Angsuran Belum Teridentifikasi

Merupakan pembayaran angsuran pinjaman dari mitra binaan yang telah disetor ke Bank Unit Program
Kemitraan (PK) namun belum bisa diketahui teridentifikasi karena tidak mencantumkan nama
pengirim/mitra binaan. Pada tahun 2023 terdapat identifikasi atas angsuran yang belum teridentifikasi
sebesar Rp63.258.216 atas nama Saad Hidayat, Erna Tri Winarni, Markiyat, Asep Daryana, Warno, Dinar
Rahmat Filjana, Dadang Iskandar Dinata, Endang Suwanda dan Abdul Azis Syah M.

2024 2023
Rp Rp
Saldo Awal - 63.258.216
Teridentifikasi selama tahun berjalan -- (63.258.216)
Saldo Akhir -- -
7. Aset Neto

Aset neto tanpa pembatasan adalah sumber daya yang tidak dibatasi penggunaanya, sedangkan aset
neto dengan pembatasan adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu. Nilai
aset neto pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diidentifikasikan sebagai berikut:

2024 2023
Rp Rp
Aset Neto Tanpa Pembatasan Dari
Pemberi Sumber Daya
Saldo Awal 6.268.719.072 6.068.782.449
(Defisit) Surplus (235.236.179) 199.936.623
Saldo Aset Neto Tanpa Pembatasan Dari
Pemberi Sumber Daya 6.033.482.893 6.268.719.072
8. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman dan Pendapatan Bunga
2024 2023
Rp Rp
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman 46.364.476 113.705.401
Pendapatan Bunga 37.827.889 31.732.620
Pendapatan Jasa Administrasi - Kerja Sama BRI 10.686.136 6.315.974
Jumlah 94.878.501 151.753.995

9. Perkembangan Mitra Binaan

Perkembangan jumlah mitra binaan Perusahaan per sektor usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan
2023 adalah sebagai berikut:

2024 2023
Sektor Perdagangan 230 230
Sektor Industri 174 174
Sektor Peternakan 77 77
Sektor Perkebunan 33 33
Sektor Pertanian 37 37
Sektor Jasa 31 31
Sektor Industri Kreatif 10 10
Sektor Perikanan 1 1
Jumlah Mitra Binaan 593 593
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10. Beban Penyisihan (Pemulihan) Piutang

11.

Penyisihan (Pemulihan) atas piutang Pendanaan UMK dan BRI tanggal 31 Desember 2024 dan 2023,
masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

2024 2023
Rp Rp
Penyisihan (Pemulihan) - Piutang
Pendanaan UMK (Catatan 4) 315.013.160 (55.279.179)
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang
Mitra Binaan Melalui BRI (Catatan 5) 6.885.948 -
Jumlah 321.899.108 (55.279.179)

Reklasifikasi Akun

Akun aset tidak lancar dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan pada tanggal dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
31 Desember 2023
Sebelum Reklasifikasi Reklasifikasi Setelah Reklasifikasi

Laporan Posisi Keuangan
Aset Lancar

Piutang Mitra Binaan
- Kerjasama BRI - 261.374.405 261.374.405

Aset Tidak Lancar
Piutang Kolaborasi BUMN
Melalui BRI 2.006.315.974 (261.374.405) 1.744.941.569

12. Peraturan Menteri Negara BUMN yang Berlaku s/d Tahun Buku 2024

a. Pada bulan April 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
No. PER.05/MBU/04/2021 yang mulai berlaku tanggal 20 April 2021 atas perubahan peraturan
No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha
Milik Negara sebagai berikut:

a) Dalam melaksanakan Program TJSL BUMN, BUMN dapat melakukan Program Pendanaan UMK
yang diutamakan diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN
b) Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk pemberian modal kerja dalam bentuk
e Pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan
syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000.
e Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai
kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari
rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000.

b. Pada bulan September 2022 telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
No. PER.06/MBU/09/2022 yang mulai berlaku tanggal 15 September 2022 atas perubahan peraturan
No. No. PER.05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara sebagai berikut:

a) Dalam melaksanakan Program TJSL BUMN, BUMN dapat membentuk Program Pendanaan
UMK serta dalam bentuk bantuan dan/atau kegiatan lainnya dilaksanakan dengan
mengutamakan fokus bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan
usaha kecil dtau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri;

b) Laporan Program TJSL BUMN dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan serta
menjadi satu kesatuan dengan laporan berkala dan laporan tahunan kinerja BUMN yang
ditunangkan dalam bab tersendiri;
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c) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program TJSL BUMN dalam bentuk bantuan dan/atau
kegiatan lainnya dapat bekerjasama dengan:
e BUMN Lain;

Anak Perusahaan BUMN;

Perusahaan terafiliasi BUMN;

Badan hukum yang didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan;

Badan usaha; dan

Badan hukum lainnya.

c. Pada bulan Maret 2023 telah diterbitkan peraturan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara No. PER-1/MBU/03/2023 yang mulai berlaku atas perubahan peraturan
No. PER.05/MBU/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung
Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dengan perubahan sebagai berikut:

a. Modal kerja dalam bentuk pinjaman dikenakan jasa administrasi sebesar:
o 3% (tiga persen) efektif per tahun;
e Suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun; atau
o Ketentuan lain yang ditetapkan Menteri, dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3;
dan
o (tiga) tahun.
b. Pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
o Prinsip jual beli, maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar
jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
e Prinsip bagi hasil, maka rasio bagi hasil yang diterima BUMN mulai dari 10% (sepuluh
persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

d. Berdasarkan notulen rapat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tanggal
2 Desember 2024 atas Diskusi Kebijakan Pencatatan atas Penyisihan Penurunan Nilai Piutang
Pinjaman atas Kerjasama Penyaluran PUMK memberikan kesimpulan sebagai berikut:

i. Ada kesepakatan dalam proses bisnis penyaluran kepada Mitra Binaan dimana risiko atas
gagal bayar ditanggung oleh BUMN Pemilik Dana.

ii. Pada akhir tahun BUMN Pemilik Dana akan mencatat Piutang kepada Mitra Binaan BRI (dana
belum disalurkan BRI kepada MB), dimana Penyisihan Piutang hanya dihitung atas Piutang
kepada Mitra Binaan.

iii. BRI akan menyediakan data untuk dasar perhitungan Penyisihan Penurunan Nilai Piutang
Pinjaman kepada BUMN Pemilik Dana.

iv. Dalam hal BUMN Pemilik Dana perlu melakukan site sampling Mitra Binaan, BRI akan
menyediakan data (spt: nama mitra, saldo pinjaman, outstanding, tunggakan, dll) kepada
BUMN Pemilik Dana.

13. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Program Pendanaan UMK bertanggung jawab atas
penyusunan dan isi laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 5 Maret 2025.
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